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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan

kepada kedua orang tua untuk dilindungi, dirawat, dan dijaga dengan baik serta

diberikan kasih sayang yang cukup. Setiap dalam diri manusia melekat harkat

martabat serta hak dan kewajiban yang harus di hormati dengan demikian para

orang tua harus memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap anak. Anak

mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan bahkan sejak dalam kandungan,

hal tersebut termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak. Orang tua merupakan garda terdepan yang

memberikan perlindungan kepada anak, oleh karena itu orang tua mempunyai

kewajiban untuk memberikan kasih sayang yang cukup, memberikan pendidikan

yang sebaik mungkin dan memberikan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan

berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan

diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan ibunya” anak dianggap sebagai manusia yang

masih lemah dan tidak berdaya baik dari segi fisik maupun psikologis. Oleh

karena itu, seorang anak membutuhkan bantuan orang dewasa untuk mengurusi
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hak-hak nya.1 Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan kedudukan anak yang sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ anak yang dilahirkan

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya”. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “perkawinan yang dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” status anak sah

tidak serta merta dapat dimiliki oleh setiap anak. terdapat beberapa status anak

tergantung pada bagaimana dan kapan mereka dilahirkan, seperti melalui

perkawinan yang sah secara hukum negara, sah menurut hukum agama saja,

akibat dari hukum perzinahan, atau sebagai anak yag tidak diakui oleh ayahnya.2

Dallalm Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln tidalk

dijelalskaln pengertialn alnalk lualr kalwin, alkaln tetalpi dalpalt disimpulkaln alnalk lualr

kalwin ya litu seoralng alnalk ya lng disebut tidalk salh kalrena l tidalk memenuhi unsur

sebalga li alnalk salh. Ketentualn ya lng dialtur dallalm Palsall 43 alya lt (1) Undalng-Undalng

Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln tersebut tentu merugikaln balgi seoralng

alnalk ya lng lalhir tidalk dengaln perkalwinaln ya lng salh kalrenal beralkibalt paldal staltus

alnalk tersebut ya lng menjaldi tidalk aldal kejelalsaln alntalra lalnalk daln ayah biologisnya,

karena ayah tersebut dapat menyangkal adanya hubungan biologis alntalra alya lh daln

1 Fransiska Novita Eleanora dkk., Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media,
Malang, 2021 hlm. 33.
2Palsall 42, Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln
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alnalk. Hall itu dalpalt dialrtikaln balhwa alnalk tersebut tidalk mempunya li halk altals bialya l

hidup, tidalk berhalk altals nalfkalh kalrena alya lh kalndung tidalk menerimal daln

mengalkui alnalk tersebut sebalgali alnalknya Penulisaln ini dilalkukaln kalrenal terdalpalt

beberalpal kalsus penelalntalraln alnalk di Indonesial khususnya l penelalntalraln balgi alnalk

lualr kalwin oleh alya lh biologisnya l. Sallalh saltu kalsus ya lng menjaldi sorotaln aldallalh

gugaltaln penetalpaln alsall-usul alnalk ya lng dialjukaln oleh WAL terhaldalp RAL. Kalsus

tersebut menuntut penetalpaln alsall-usul alnalk dengaln insiall NKT daln diputus

melallui Putusaln Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng paldal talngga ll 3 Februalri 2022

dengaln halsil penolalkaln kalrenal hakim dianggap bersifat pasif sehingga pihak

Penggugat yang berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, namun dalam kasus

ini pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga majelis hakim

menolak gugatan tersebut. Selalnjutnya l penggugalt mengaljukaln permohonaln

balnding ke Pengaldilaln Tinggi Balnten, ya lng kemudialn diputuskaln berdalsalrkaln

putusaln Nomor 109/Pdt/2022/PT.BTN talnggall 26 ALpril 2022 ya lng menya ltalkaln

balhwal seoralng alnalk perempualn dengaln inisiall NKT tersebut aldallalh alnalk biologis

tergugalt/terbalnding sepalnjalng ial tidalk dalpalt membuktikaln secalral hukum balhwal

alnalk tersebut bukaln alnalk biologisnya l. Putusaln halkim tingkalt balnding ini

menetalpkaln balhwal RAL merupalkaln alya lh biologis NKT talnpal melallui tes

Deoxyribo Nucleic Acid atau tes DNAL, nalmun dallalm putusaln tersebut memualt

almalr putusaln ya lng memerintalhkaln kepaldal terguga lt untuk melalkukaln tes DNAL.3

Karena hakim berpendapat bahwa dalam kasus tersebut penggugat dalam posisi

yang lemah untuk bisa membuktikan maka berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal

3Putusaln Pengaldilaln Tinggi Balnten Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN Talnggall 26 ALpril 2022
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1865 KUHPerdata yang pada pokoknya tergugat harus membuktikan

penyangkalannya. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

tersebut dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12). Selain itu dari semua

bukti dan saksi yang diajukan dari penggugat maupun tergugat belum ditemukan

bukti yang kuat maka hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 164 HIR dan

1866 KUHPerdata alat bukti persangkaan.

Kemudialn Pihalk tergugalt mengaljukaln permohonaln kalsalsi ya lng

kemudialn diputuskaln berdalsalrkaln putusaln Nomor 1055K/Pdt/2023 talngga ll 23

Mei 2023 kalrenal meralsal pertimbalngaln halkim ya lng menetalpkaln balhwal tergugalt

merupalkaln alya lh biologis dalri alnalk tersebut paldalhall tidalk aldal bukti ya lng

menunujukkaln aldalnya l hubungaln hukum dialntalral mereka l daln tes DNAL belum

dilalkukaln. Permohonaln kalsalsi tersebut ditolalk dengaln allalsaln balhwal penggugalt

daln tergugalt pernalh hidup serumalh hinggal lalhir seoralng alnalk perempualn NKT

paldal talnggall 3 Malret 2013, sebalga limalnal Kutipaln ALkta Kelalhiraln dalri Suku Dinals

Kependudukaln daln Caltaltaln Sipil Jalkalrtal Selaltaln.

Paldalhall menurut putusaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 untuk melindungi halk daln kewaljibaln seoralng alnalk ya lng lalhir dilualr

perkalwinaln ya lng salh selalin memiliki hubungaln keperdaltalaln dengaln ibunya l, jugal

dalpalt memiliki hubungaln dengaln alya lh biologisnya l. Nalmun, itu halrus dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetalhualn daln teknologi altalu tes DNAL.4 Sementara itu,

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/Pdt/2023 telah menetapkan seseorang

4Putusaln Malhkalmalh Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
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merupakan ayah biologis hanya karena tinggal serumah dengan ibu si anak dan

menetapkan seseorang menjadi ayah biologis tanpa tes DNA sampai seseorang

tersebut memberikan bukti sebaliknya. Berkalitaln dengaln itu, perlu dilalkukaln

penelitialn terkalit Putusaln Malhkalmalh ALgung Nomor 1055 K/Pdt/2023 ya lng

bertentalngaln dengaln Putusaln Malhkalmalh Konstitusi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai beikut :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1055K/Pdt/2023

bahwa seseorang merupakan ayah biologis hanya karena tinggal serumah

dengan ibu si anak?

2. Apakah tepat putusan hakim dalam Putusan Nomor 1055K/Pdt/2023 bahwa

seseorang itu merupakan ayah biologis tanpa tes DNA sampai seseorang

tersebut memberikan bukti sebaliknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujualn dari penelitian ini

yaitu :

1. Untuk mengkaji daln mengalnallisis pertimbalngaln halkim dallalm Putusan

Nomor 1055K/Pdt/2023 yang menentukan seseorang sebagai ayah biologis

hanya karena tinggal serumah dengan ibu dari anak luar kawin. .
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2. Untuk mengkaji daln mengalnallisis tepatkah putusan halkim dalam Putusan

1055K/Pdt/2023 ya lng menentukaln seseora lng sebalga li alya lh biologis tanpa tes

DNA sampai orang tersebut memberikan bukti sebaliknya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitialn ini dilalkukaln memiliki dual kegunalaln ya litu, kegunalaln teoritis

daln kegunalaln pralktis.

a. Manfaat teoritis

Secalral teoritis penelitialn ini merupalkaln upalya l untuk pengemba lngaln ilmu

pengetalhualn khususnya l dibidalng hukum kelualrgal daln perkalwinaln, dallalm

menentukaln staltus alya lh biologis dalri halsil alnalk lualr perkalwinaln ya lng salh. Sertal

dalpalt digunalkaln untuk balhaln penelitialn lalnjutaln dallalm ilmu hukum khususnya l

hukum kelualrgal daln/altalu hukum perkalwinaln.

b. Manfaat pralktis

Secalral pralktis penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt dijaldikaln sebalga li rujukaln

balgi malsya lralkalt dalam menyelesaikan kasus atau persoallaln hukum khusunya l

hukum kelualrgal daln/altalu hukum perkalwinaln.

1.5 Keaslian Penelitian
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian Muhammad Zikri, yang berjudul

Dispalritals Putusaln Pengalkualn ALnalk Halsil Hubungaln di Lualr Perkalwinaln,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta tahun 2023. Dallalm

penelitialn tersebut menggunalkaln metode penelitialn yuridis-normaltif ya lng

membalhals tentalng perbedalaln dalri 2 (dual) putusaln ya lng memberikaln dalmpalk

hukum signifikaln terhaldalp alnalk yalng dilalhirkaln dalri hubungaln di lualr perkalwinaln.

Paldal putusaln pertalmal memberikaln dalmpalk hukum terhaldalp pemenuhaln halk-halk

alnalk halnya l jaltuh kepaldal ibunya l saljal. Sedalngka ln paldal putusaln balnding

memberikaln kewaljibaln terhaldalp pemenuhaln halk-halk alnalk tidalk halnya l jaltuh

kepaldal ibunya l saljal, dallalm hall ini jugal ditalnggungka ln kewaljibaln kepaldal pihalk

tergugalt ya lng kallalh ya lng dinya ltalkaln sebalgali alya lh biologis dalri salng alnalk.
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Sedalngkaln penelitialn ini lebih berfokus paldal dalsalr pertimbalngaln halkim dallalm

putusaln 1055K/Pdt/2023 ya lng menya ltalkaln seseoralng menjaldi alya lh biologis dalri

alnalk di lualr perkalwinaln talnpal dilalkukalnnya l tes DNAL. Yalng membedalkaln dengaln

penelitialn ini ya litu skripsi tersebut mengalnallisis perbalndingaln produk hukum

tentalng permohonaln pengesalhaln alsall usul alnalk lualr nikalh, sedalngka ln penelitialn

ini membalhals tentalng pertimbalngaln halkim dallalm menentukaln seseora lng sebalgali

alya lh biologis dalri alnalk lualr kalwin talnpal dilalkukalnnya l tes DNAL. Begitupun

dengaln penelitialn ya lng kedual ya lng berjudul ALLnalllisis Hukum Islallm Terhalldallp

Stalltus ALLnallk Luallr Kallwin Berdallsallrkalln Putusalln Mallhkallmallh Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010, Skripsi oleh Walhyu ALndini dalri Falkultals Sya lrialh Institut

ALgalmal Islalm Negeri Ponorogo talhun 2021. Dallalm penelitialn tersebut

menggunalkaln metode penelitialn kepustalkalaln (libralry resealrch) dengaln

membalhals tentalng staltus daln halk alnalk lualr kalwin berdalsalrkaln putusaln

Malhkalmalh Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dallalm penelitialn tersebut lebih

mengalralh daln berfokus paldal sudut palndalng hukum islalm. Selalnjutnya l paldal

penelitialn ketiga l ya lng berjudul Hallk Keperdalltallalln ALLnallk Luallr Kallwin Berdallsallrkalln

UU No. 1 Tallhun 1974 Tentallng Perkallwinaln, skripsi oleh Virnalndal Feby Falriskal

dalri Falkultals Hukum Universitals Semalralng talhun 2019. Dallalm Penelitialn tersebut

menggunalkaln metode penelitialn normaltif ya lng membalhals tentalng halk

keperdaltalaln alnalk lualr kalwin sebelum daln sesudalh dikelualrkalnnya l putusaln

Malhkalmalh Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perbedalaln ya lng palling mendalsalr alntalral penelitialn dengaln ketigal

penelitialn tersebut aldallalh peneliti disini alkaln mengalnallisis tentalng dalsalr
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pertimbalngaln halkim dallalm menetalpkaln staltus alya lh biologis dalri alnalk di lualr

perkalwinaln ya lng diputuskaln talnpal dilalkukaln tes DNAL.

1.6 Metode Penelitialn

Metode penelitialln alldalllallh lallngkallh ya llng digunallkalln untuk mendallpalltkalln

dalltall dengalln callrall-ca llrall ilmiallh, ya llng kemudialln dalltall tersebut allkalln diolallh dalln

diallnalllisisuntuk mendallpalltkalln sebuallh penemualln dalllallm bidallng pengetallhualln

tertentu.

1.6.1 Jenis Penelitialn

Jenis penelitialln ya llng digunallkalln dalllallm penelitialln ini alldalllallh penelitialln

normalltif. Metode penelitialln normalltif alldalllallh penelitialln hukum ya llng dilallkukalln

dengalln callrall meneliti ballhalln kepustallkallalln perundallng-undallnga lln.5 Metode penelitialln

normalltif alldalllallh jenis metode penelitialln ya llng mendallsallrkalln allnalllisisnya ll palldall

perallturalln perunda llng-undallnga lln ya llng berlallku dalln relevalln dengalln permallsalllallhalln

hukum ya llng allkalln diteliti, khususnya l terkalit permalsallalhaln staltus alya lh biologis

daln alnalk lualr kalwin.

1.6.2 Metode Pendekaltaln

Metode pendekalltalln ya llng digunallkalln dalllallm penelitialln ini alldalllallh

pendekalltalln perundallng-undallnga lln (stalltute allpproallch). Pendekalltalln ini dilallkukalln

dengalln menelallallh semuall perallturalln perundallng-undallnga lln dalln regulallsi ya llng terkallit

5Muhalmmald Siddiq ALrmial, Penentualn Metode daln Pendekaltaln Penelitialn Hukum,(Balndal

ALceh :Lembalgal Kaljialn Konstitusi Indonesial, 2022) hlm. 8
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dengalln isu hukum ya llng sedallng diteliti.6 Dallalm hall ini khususnya l peralturaln

perundalng-undalngaln terkalit alnalk lualr kalwin daln hubungaln keperdaltalalnnya l

dengaln alya lh biologis.

1.6.2.1 Sumber Balhaln Hukum

Balhaln Hukum ya llng digunallkalln dalllallm penelitialln hukum normalltif ini

alldalllallh balhaln hukum sekunder. Balhaln hukum sekunder dalllallm bidallng hukum ya llng

dipallndallng dallri sudut kekualltalln mengikalltnya ll dallpallt dibedallkalln menjalldi :

1. Ballhalln-ballhalln hukum primer

Yallitu perallturalln perundallng-undallngalln, seperti :

a. Kitalb Undalng-Undalng Hukum Perdaltal

b. Undallng-Undallng Nomor 1 Tallhun 1974 tentallng Perkallwinalln jo. Undalng-

Undalng Nomor 16 Talhun 2019

c. Putusalln Mallhkallmallh Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentallng Pengujialln

Undallng-Undallng Nomor 1 Tallhun 1974 tentallng perkallwinalln terhalldallp Undallng-

Undallng Dallsallr Negallrall Republik Indonesiall Tallhun 1945

d. Putusalln Pengalldilalln Tinggi Ballnten Nomor 109/PDT/2022 tentallng perkallral

Perdaltal tingkalt Balnding Perbualltalln Melallwalln Hukum Hubungalln Keperdalltallalln ALLnallk

dalln ALLyallh allntallrallRezky ALLdhityallDralldjallmoko dalln WennyALLriallni Kusumallwallrdallni.

e. Putusaln Malhkalmalh ALgung Nomor 1055K/Pdt/2023 tentalng perkalral Perdaltal

tingkalt Kalsalsi Penetalpaln staltus alya lh Biologis ALnalk Lualr Kalwin alntalral

Rezky ALdhitya l Draldjalmoko daln Wenny ALrialni Kusumalwalrdalni

2. Ballhalln hukum sekunder

6Balchtialr, Metode Penelitialn Hukum, (Palmulalng: Universitals Palmulalng Press, 2018) hlm. 82
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Ballhalln hukum sekunder ya llitu berupall nallskallh allkalldemik dalln ballhalln-ballhalln

ya llng erallt hubunga llnnya ll dengalln ballhalln hukun primer diallntallrallnya l lalldalllallh pendallpallt-

pendallpallt pallral lallhli hukum, hallsil kallrya ll ilmiallh pallrall sallrjallnall dalln hallsil-hallsil

penelitialln.

3. Ballhalln hukum tersier

Ballhalln hukum tersier merupallkalln ballhalln non hukum ya llng sifalltnya ll

penunjallng untuk dallpallt memberikalln penjelallsalln terhalldallp ballhalln hukum primer dalln

sekunder seperti, Kallmus umum dalln kallmus hukum, internet, jurnalll hukum, jurnalll

ilmiallh, sertall mallkalllallh-mallkalllallh ya llng berkallitalln dengalln objek penelitialln.

1.6.3 Teknik Pengumpulaln Balhaln Hukum

Pengumpulalln dalltall dalllallm penelitialln ini dilallkukalln dengalln callrall studi

kepustallkallalln ya llitu dengalln mengumpulkalln dalln mempelalljallri dalltall ya llng diperoleh

dalln memallhallmi buku-buku, literallture, jurnalll, dalln perallturalln perundallng-undallngalln

ya llng berkallitalln dengalln objek penelitialln. Selallin itu, jugall dilallkukalln penelusuralln

melalllui web/mediall informallsi internet, dengalln memperha lltikalln kelallya llkalln dalln

kebenallralln sumber informallsi tersebut.

1.6.4 ALnallisis Balhaln Hukum

Setelalh balhaln hukum primer daln balhaln hukum sekunder diperoleh,

kemudialn dilalkukaln klalsifikalsi daln sistemaltisalsi sehinggal diketalhui tingkalt altalu

deraljalt malsing-malsing pera lturaln perundalng-undalnga ln. Setelalh itu, dilalkukaln

alnallisis menggunalkaln logikal deduktif ya lng dimulali dalri hall-hall ya lng bersifalt
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umum (peralturaln perundalng-undalnga ln) kemudialn ditalrik ke hall ya lng khusus

(kalsus altalu putusaln pengaldilaln). Berdalsalrkaln hall tersebut kemudialn dilalkukaln

alnallisis dengaln menggunalkaln metode penalfsiraln gralmaltikall, sistemaltis daln

alrgumentum al contralrio sehinggal dalpalt diperoleh preskripsi balgalimalnal

sehalrusnya l putusaln itu dialmbil algalr sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln

ya lng berlalku
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